
MATA KULIAH      : 
KEWIRAUSAHAAN
PROGRAM STUDI : 
INFORMATIKA
PERTEMUAN XII

OLEH TIM DOSEN KEWIRAUSAHAAN INFORMATIKA

Kwu_informatika_martiah_2020



Pertemuan 13.

PAJAK PENGHASILAN
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ADALAH

Pajak yang dikenakan terhadap 
subyek pajak atas penghasilan yang 
diterimanya atau diperolehnya 
dalam tahun pajak

PAJAK PENGHASILAN

(PPh)
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DASAR HUKUM

•PP

•KEP PRES

•KEP MENKEU

•KEP DIRJEN

•SE DIRJEN
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SUBYEK PAJAK

Pasal 2 ayat 1

•ORANG PRIBADI

•WARISAN YANG BELUM TERBAGI

BADAN

BENTUK USAHA TETAP (BUT)
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SUBYEK PAJAK

Pasal 2 ayat 2

Subyek pajak

Dalam Negeri Luar Negeri
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SUBYEK PAJAK DALAM NEGERI

Pasal 2 ayat 3

•orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan.

•orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia;

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.
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SUBYEK PAJAK LUAR  NEGERI

Pasal 2 ayat 4

•Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi
yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

•Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia

Yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia bukan 
dari menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia.
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BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat 5

BENTUK USAHA YANG 
DIPERGUNAKAN OLEH

ORANG PRIBADI 
SEBAGAI 

SUBYEK PAJAK LN

BADAN 

SEBAGAI 

SUBYEK PAJAK LN

UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN 
KEGIATAN DI INDONESIA
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BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat 5

DAPAT 
BERUPA

• Tempat kedudukan manajemen;
• Cabang perusahaan;
• Kantor perwakilan;
• Gedung kantor, Pabrik , Bengkel
• Pertambangan dan penggalian sumber alam
• Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
• Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
• Pemberian jasa dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12

(dua belas) bulan
• Agen yang kedudukannya tidak bebas
• Agen yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

kwu_martiah_informatika_2020



TEMPAT TINGGAL/TEMPAT 
KEDUDUKAN WP

Pasal 2 ayat 6

TEMPAT TINGGAL 
ORANG PRIBADI

TEMPAT 
KEDUDUKAN BADAN

DITETAPKAN OLEH 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA.
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KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF
Pasal 2A ayat 1,2,3,4,5

SUBYEK PAJAK 
DALAM NEGERI

SUBYEK PAJAK 
LUAR NEGERI

WARISAN YANG 
BELUM TERBAGI

ORANG PRIBADI SELAIN BUT

Mulai:
•Saat dilahirkan
•Saat berada atau berniat 
tinggal di Indonesia

Berakhir:
•Saat meninggal
•Saat meninggalkan Indonesia 
untuk selama-lamanya

BADAN
Mulai:
saat didirikan /berkedudukan 
di Indonesia
Berakhir:
Saat dibubarkan atau saat tidak 
berkedudukan lagi di 
Indonesia

Mulai:
Saat menerim/memperoleh 
penghasilan dari Indonesia
Berakhir:
Saat tidak lagi menerima 
/memperoleh penghasilan 
dari Indonesia

BUT

Mulai:
saat mulai melakukan 
usaha/kegiatan melalui 
BUT di Indonesia
Berakhir:
Saat tidak lagi melakukan 
usaha/kegiatan melalui 
BUT di Indonesia

Mulai:
Saat timbulnya 
warisan
Berakhir:
Saat warisan 
selesai dibagikan
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TEMPAT TINGGAL 
ORANG PRIBADI

TEMPAT 
KEDUDUKAN 

BADAN

DITENTUKAN OLEH DIRJEN PAJAK

MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA

TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN WAJIB PAJAK

Pasal 2 ayat 6
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HANYA MELIPUTI SEBAGIAN DARI TAHUN PAJAK

BAGIAN TAHUN PAJAK TERSEBUT 
MENGGANTIKAN TAHUN PAJAK

KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF ORANG PRIBADI YANG

BERADA ATAU BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA

KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF

Pasal 2A ayat 6
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BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK  DAN KONSULAT ATAU 
PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI  NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG 
YANG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YANG BEKERJA PADA DAN 
BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA DENGAN SYARAT TERTENTU

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI 
KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU

PEJABAT PERWAKILAN  ORGANISASI INTERNASIONAL YANG 

DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU

TIDAK TERMASUK SUBYEK PAJAK

Pasal 3
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OBYEK PAJAK

Pasal 4 ayat 1

PENGHASILAN

SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG:

•Diterima atau diperoleh Wajib Pajak

•Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

•Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan

DENGAN NAMA DAN DALAM 

BENTUK APAPUN
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